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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN 
NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN, SERTA PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBEBANAN BIAYA OPERASI FASILITAS 
BERSAMA DAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYA TIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT 

ABSTRAK :  - bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta perlakuan perpajakan yang sama bagi 
Kontraktor Kontrak Bagi Hasil minyak dan gas bumi atas pembebanan biaya operasi fasilitas 
bersama dan pengeluaran alokasi biaya tidak langsung Kantor Pusat dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 26E Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang 
Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta 
Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran 
Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No. 79 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 139, TLN No. 5173) sebagaimana telah diubah 
dengan PP No. 27 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 118, TLN No. 6066); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk: a. Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama yang kontraknya ditandatangani: 1. sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; atau 2. setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2010 dan memilih melakukan penyesuaian Kontrak Kerja Sama secara keseluruhan sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017; b. Kontraktor Kontrak 
Kerja Sama dengan pengembalian biaya operasi yang kontraknya ditandatangani setelah 
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, dan melakukan penyesuaian Kontrak 
Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017; atau 
c. Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan pengembalian biaya operasi yang kontraknya 
ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017, dan telah 
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017.  

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2019. 

  - Lampiran halaman 23-33. 

 


